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Transportasi berbasis aplikasi (ride-hailing), khususnya taksi online roda empat, menjadi bagian 
penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Temuan dari kajian ini 
menunjukkan adanya perbedaan antara kerangka regulasi pusat, kebijakan tarif daerah yang 
berlaku, dan kondisi empiris di lapangan. Kajian ini diposisikan sebagai instrumen pendukung 
perumusan kebijakan (policy support tool) berbasis bukti, dan bukan sebagai instrumen untuk 
menetapkan besaran tarif final. Hasil kajian dapat menjadi salah satu masukan dalam tata kelola 
tarif yang lebih akuntabel, konsisten, dan melibatkan pemangku kepentingan, di samping 
pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi kewenangan regulator. 

Secara regulasi, ASK mengacu pada Permenhub No. 118 Tahun 2018 sebagai kerangka hukum 
nasional. Pada tingkat implementasi, pemerintah pusat mengatur struktur Tarif Batas Bawah 
(TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA), sementara Dinas Perhubungan Provinsi memiliki ruang dalam 
penetapan tarif sesuai kondisi wilayah. Di Jawa Barat, kebijakan tarif daerah yang berlaku 
menetapkan TBB sebesar Rp. 5.000 per kilometer. Perbedaan antara besaran ini, kerangka tarif 
pusat, dan hasil empiris kajian ini menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat konsistensi 
metodologi dalam penetapan tarif — sebagaimana juga diidentifikasi dalam FGD Harmonisasi 
Regulasi ASK (RISED, 2025). 

Dari sisi empiris, tarif yang ditetapkan berada di atas Tarif Batas Bawah (TBB) untuk wilayah I Rp 
3.500 per kilometer dan juga lebih tinggi dari hasil kajian empiris sebesar Rp 3.739 per kilometer. 
Selain itu, tarif tersebut juga melampaui Ability to Pay (ATP) konsumen sebesar Rp 1.933 per 
kilometer, meskipun masih berada di bawah Willingness to Pay (WTP) sebesar Rp 6.000 per 
kilometer. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tarif tidak hanya dibaca dari sisi 
keterjangkauan atau penerimaan konsumen semata, tetapi harus ditempatkan dalam konteks 
harmonisasi regulasi dan realitas lapangan. 

Temuan ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kebijakan tarif di tingkat daerah, 
kerangka tarif di tingkat pusat, dan kondisi empiris lapangan. Oleh karena itu, Dinas 
Perhubungan Provinsi perlu mengadopsi pendekatan penetapan tarif berbasis data yang 
mengintegrasikan dinamika biaya operasional, kemampuan, dan preferensi konsumen, 
sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan tarif memiliki dasar metodologis yang jelas, 
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini diharapkan dapat 
memperkuat fungsi perlindungan sosial yang menjadi tujuan kebijakan, sekaligus menjaga 
relevansi empiris dan keberlanjutan ekosistem layanan bagi seluruh aktor. 



 

 

Permasalahan Kebijakan 

Kebijakan tarif angkutan sewa khusus berbasis aplikasi merupakan salah satu komponen paling 
penting dalam menunjang pertumbuhan ekosistem ride-hailing di Indonesia. Namun demikian, 
permasalahan utama dalam konteks Jawa Barat bukan semata-mata terletak pada tinggi atau 
rendahnya angka tarif, melainkan pada belum selarasnya hubungan antara kerangka kebijakan 
di tingkat pusat, penetapan tarif di tingkat daerah, dan kondisi empiris di lapangan. Secara 
spesifik, kajian ini mengidentifikasi tiga lapis gap regulasi yang saling bertautan: (1) gap antara 
kebijakan daerah dengan regulasi nasional, di mana Perdirjen menetapkan TBB Rp. 3.500/km, 
dengan kebijakan daerah yang menetapkan tarif minimal Rp. 5.000/km melalui Surat Kadishub 
Jawa Barat; (2) disparitas antara kebijakan daerah tersebut dengan kondisi empiris di lapangan, 
baik dari sisi biaya operasional pengemudi (estimasi kajian: Rp. 3.739/km) maupun kemampuan 
finansial konsumen (ATP: Rp. 1.933/km); dan (3) belum adanya standar metodologi yang baku 
dalam proses penetapan tarif, sehingga basis empiris penetapan angka Rp5.000 tidak dijelaskan 
secara memadai dalam dokumen yang dirujuk. 

Perbedaan pendekatan dalam formulasi kebijakan ini berpotensi menghasilkan struktur tarif 
yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi biaya operasional maupun dinamika 
permintaan di lapangan. Dalam konteks ini, persoalan kebijakan yang muncul tidak berdiri 
sendiri sebagai isu tarif tinggi atau tarif rendah, melainkan sebagai konsekuensi dari adanya 
ruang untuk memperkuat keselarasan regulasi serta konsistensi metodologi penetapan tarif. 
Perbedaan tersebut berimplikasi pada beberapa permasalahan kebijakan utama, baik dari sisi 
konsumen maupun mitra pengemudi, di antaranya: 

1. Turunnya permintaan layanan akibat tarif yang terlalu tinggi 

Tarif layanan yang terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat permintaan karena berkurangnya 
keterjangkauan layanan bagi sebagian konsumen taksi online. Dalam perspektif ekonomi 
transportasi, keterjangkauan tarif merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan 
masyarakat dalam menggunakan suatu layanan transportasi (Carruthers et al., 2005; Litman, 
2022). Penurunan keterjangkauan tarif berpotensi mengurangi jumlah perjalanan (trip) taksi 
online, sehingga dapat berpengaruh pada menurunnya aksesibilitas transportasi yang 
terjangkau bagi  masyarakat, serta menurunnya pendapatan mitra pengemudi. Selain itu, 
beberapa studi juga menunjukkan bahwa perubahan tarif dalam layanan ride-hailing dapat 
mempengaruhi pola permintaan dan frekuensi perjalanan pengguna (Tirachini, 2020; Henao & 
Marshall, 2019). 

Grafik 1. Tarif Pilihan Utama Konsumen  Grafik 2. Dampak Kenaikan Tarif 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kajian RISED 2026 



 

 

Temuan survei dalam kajian ini (lihat Grafik 1) menunjukkan bahwa 67% konsumen taksi online 
di Jawa Barat lebih memilih untuk menggunakan layanan dengan tarif hemat, sementara 84% 
responden menyatakan akan mengurangi frekuensi perjalanan atau bahkan berhenti 
menggunakan layanan taksi online apabila terjadi kenaikan tarif (lihat Grafik 2). Kondisi ini 
menunjukkan bahwa sensitivitas konsumen di Provinsi Jawa Barat terhadap perubahan tarif 
relatif tinggi, sehingga kebijakan tarif yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan tingkat 
permintaan layanan taksi online secara signifikan dan pada akhirnya berdampak pada 
penurunan pendapatan mitra pengemudi. 

2. Ketidakberlanjutan pendapatan pengemudi akibat tarif yang terlalu rendah 

Di sisi lain, penetapan tarif yang terlalu rendah juga dapat menimbulkan risiko terhadap 
keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi. Dalam perspektif ekonomi transportasi, tarif 
layanan setidaknya harus mampu digunakan untuk menutup biaya operasional serta 
memberikan tingkat pengembalian yang layak bagi penyedia layanan agar kegiatan operasional 
dapat berlangsung secara berkelanjutan (Small & Verhoef, 2007; Pindyck & Rubinfeld, 2018). 
Apabila tarif layanan berada di bawah biaya operasional dan gagal memberikan tingkat 
pengembalian yang layak bagi mitra pengemudi, maka dalam jangka panjang, kondisi ini 
berpeluang menurunkan tingkat kelayakan ekonomi pekerjaan sebagai mitra pengemudi taksi 
online. 

Grafik 3. Pembiayaan Kendaraan  Grafik 4. Kecukupan Penghasilan Mitra 

 

 

 

 

 

Sumber : Kajian RISED 2026 

Selain itu, temuan survei menunjukkan bahwa 83% mitra pengemudi memperoleh kendaraan 
operasional melalui skema kredit (lihat Grafik 3), sehingga mitra pengemudi memiliki kewajiban 
untuk pembayaran cicilan kendaraan secara rutin. Selain itu, sekitar 70% mitra pengemudi 
menyatakan tidak puas terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh dari aktivitas sebagai 
pengemudi taksi online (lihat Grafik 4). Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah pendapatan 
mitra pengemudi telah menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan. 
Tingkat pendapatan yang kurang memadai berpotensi menurunkan jumlah mitra pengemudi 
aktif sehingga akan berdampak langsung pada peningkatan waktu tunggu penumpang, dan 
menurunkan kualitas layanan transportasi secara keseluruhan (Henao & Marshall, 2019). 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods melalui analisis kuantitatif dan Focus 
Group Discussion untuk memahami dinamika kebijakan tarif taksi online. Penelitian ini 
melibatkan 120 responden (60 mitra pengemudi dan 60 konsumen) yang sebagian besar berasal 



 

 

dari wilayah perkotaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Struktur tarif 
dianalisis sebagai keseimbangan antara penawaran dan permintaan, dengan Biaya Operasional 
Kendaraan dan Biaya Operasional Pengemudi dasar Tarif Batas Bawah (TBB) dan Willingness to 
Pay serta Ability to Pay sebagai batas keterjangkauan konsumen. Integrasi ini menghasilkan 
estimasi rentang tarif yang lebih seimbang dan berkelanjutan. 

Temuan Utama Penelitian 

1. Biaya Operasional Pengemudi & Biaya Operasional Kendaraan  

Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya operasional pengemudi (BOP + BOK) mencapai sekitar 
Rp. 2.990,87 per kilometer dengan mempertimbangkan komponen biaya modal kendaraan, 
biaya legalitas kendaraan, biaya jalan, biaya pengemudi dan biaya komunikasi. Penambahan 
margin sebesar 10% di atas biaya operasional dilakukan untuk memastikan kelayakan ekonomi 
mitra pengemudi. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memberikan tingkat pengembalian 
yang memadai guna menjaga keberlanjutan layanan (World Bank; Asian Development Bank). 
Selain itu margin tersebut merepresentasikan kompensasi atas risiko, ketidakpastian 
permintaan, serta opportunity cost tenaga kerja, sehingga menjadi elemen penting dalam 
menjaga keberlanjutan partisipasi pelaku dalam pasar. 

Tabel 2. BOP & BOK 

Biaya Operasional Kendaraan satuan biaya (Rp/Km) 

Biaya Modal Kendaraan  

 a. Biaya Penyusutan Kendaraan 232.69 

 b. Biaya Bunga Modal Kendaraan 364.17 

Biaya Legalitas Kendaraan  

 a. Biaya Pajak Kendaraan 80.13 

 b.Biaya Administrasi Pajak 26.22 

 c. Biaya Kartu Pengawasan 3.21 

Biaya Jalan Kendaraan  

 a. Biaya BBM 807.69 

 b. Biaya Ban 64.10 

 c. Biaya Pemeliharaan  

     1. Biaya servis rutin (per 5000 km) 48.08 

     2. Biaya servis besar (setelah 50.000 km) 11.62 

 d. Biaya Cuci Mobil 76.92 

 e. Biaya Asuransi Kendaraan 384.62 

Biaya Operasional Pengemudi  

Biaya Pengemudi  

 a. Biaya makan 500.00 

 b. Biaya asuransi kesehatan pengemudi 40.38 

 c. Biaya asuransi ketenagakerjaan pengemudi 6.50 

Biaya Komunikasi Pengemudi  

 a. Biaya pembelian handphone 21.37 

 b. Biaya penyusutan handphone 12.82 

 c. Biaya pulsa atau kuota internet 38.46 



 

 

BOP + BOK 2.718,97 

Profit Mitra Pengemudi (10%) 271,9 

Biaya Operasional Per Kilometer 2.990,87 

 

2. Willingness to Pay dan Ability to Pay 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa median Willingness to Pay (WTP) konsumen berada 
pada kisaran Rp. 6.000 per kilometer. Nilai ini mencerminkan tingkat kesediaan membayar 
konsumen terhadap layanan taksi online. Sementara itu, estimasi Ability to Pay (ATP) konsumen 
diketahui sebesar Rp. 1.933,33 per kilometer. ATP menunjukkan batas kemampuan konsumen 
dalam menjangkau layanan taksi online.  

Perbedaan antara ATP dan WTP menunjukkan bahwa tarif yang dapat diterima oleh konsumen 
tidak selalu sama dengan tarif yang dapat dijangkau secara rutin. Temuan ini penting untuk 
menilai sejauh mana struktur tarif yang berlaku selaras dengan kondisi permintaan di lapangan. 
Hasil ini perlu dibaca sebagai salah satu dasar untuk mengevaluasi apakah tarif yang berlaku di 
Jawa Barat telah proporsional terhadap realitas pasar dan kondisi empiris konsumen. 

3. Simulasi tarif dan pendapatan mitra pengemudi 

Tabel 3 Simulasi Tarif 

Dasar Tarif 
Tarif 

(Rp/KM) 

Pendapatan 

Bruto 

(Rp/hari) 

Pendapatan 

Bruto 

Setelah 

Dikurangi 

Biaya Sewa 

Platform 

(Rp/hari) 

Biaya 

Operasional  

(Rp/hari) 

Pendapatan 

Bersih 

(Rp/hari) 

Tarif Batas Bawah (TBB) 3.739 373.900 299.120 299.087 33 

Tarif Batas Atas (TBA) 6.000 600.000 480.000 299.087 180.917 

Hasil simulasi (lihat Tabel 3) menunjukkan bahwa pada tingkat TBB sebesar Rp. 3.739 per 
kilometer, mitra pengemudi memperoleh pendapatan bersih yang sangat terbatas yaitu sekitar 
Rp. 33 per hari. Pada tingkat pendapatan tersebut, penghasilan harian mitra pengemudi hanya 
cukup untuk memenuhi biaya operasional harian, tanpa memberikan manfaat ekonomi yang 
memadai. 

Pada tingkat Tarif Batas Atas (TBA) sebesar Rp. 6.000 per kilometer, pendapatan bruto harian 
meningkat menjadi Rp. 600.000, dengan pendapatan bersih mencapai sekitar Rp. 180.917 per 
hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tingkat tarif tersebut, mitra pengemudi tidak hanya 
mampu menutup biaya operasional, tetapi juga memperoleh margin keuntungan yang lebih 
layak. 

 

 



 

 

Opsi Kebijakan Tarif Taksi Online 

1. Mempertahankan tarif yang berlaku  

Opsi ini mempertahankan struktur tarif sebagaimana diatur dalam Surat Kepala Dinas 
Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 5464/TU.01.02/Angkutan tentang Penetapan Tarif yang 
Berlaku bagi Angkutan Sewa Khusus R2 dan R4 yang Menggunakan Aplikasi di Wilayah Jawa 
Barat, yang menetapkan rentang tarif taksi online sebesar Rp. 5.000 per kilometer. Pendekatan 
ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi melalui struktur tarif 
yang relatif lebih protektif terhadap biaya operasional dan risiko kerja di lapangan. Penetapan 
tarif minimum dalam pendekatan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial 
bagi mitra pengemudi dan kelompok angkutan konvensional yang terdampak, sebagaimana 
didokumentasikan dalam FGD Harmonisasi Regulasi ASK (RISED, 2025). 

Namun demikian, mempertahankan tarif yang berlaku juga memiliki sejumlah implikasi 
kebijakan. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi memberikan perlindungan pendapatan jangka 
pendek bagi mitra pengemudi. Di sisi lain, besaran tarif tersebut berada di atas rentang tarif 
nasional wilayah II maupun hasil estimasi empiris dalam kajian ini, serta melampaui tingkat 
ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) sebagian konsumen. Kondisi ini berpotensi 
mengurangi keterjangkauan layanan, menurunkan permintaan perjalanan, serta menimbulkan 
persoalan terkait akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara regulasi pusat, kebijakan 
daerah, dan kondisi empiris di lapangan. 

2. Menyesuaikan tarif mengikuti regulasi nasional 

Opsi ini menempatkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 sebagai acuan utama dalam penetapan tarif Angkutan Sewa Khusus 
(ASK) di Jawa Barat. Dalam regulasi tersebut, wilayah operasi Jawa Barat termasuk dalam 
Wilayah I, dengan rentang tarif yang ditetapkan sebesar Rp. 3.500 per kilometer sebagai Tarif 
Batas Bawah (TBB) dan Rp. 6.000 per kilometer sebagai Tarif Batas Atas (TBA). Pendekatan ini 
menekankan pentingnya konsistensi kebijakan tarif antara pemerintah pusat dan daerah guna 
menciptakan kepastian regulasi serta meminimalkan disparitas penetapan tarif antar wilayah. 

Dari sisi implikasi kebijakan, opsi ini berpotensi memperkuat harmonisasi regulasi antara tingkat 
pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan tarif karena mengacu pada 
standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun demikian, penerapan penuh rentang 
tarif nasional belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi empiris di Provinsi Jawa Barat, 
khususnya terkait struktur biaya operasional pengemudi, karakteristik permintaan lokal, serta 
kemampuan dan preferensi konsumen (Ability to Pay dan Willingness to Pay). Oleh karena itu, 
meskipun memberikan kepastian regulasi, pendekatan ini berpotensi kurang adaptif terhadap 
dinamika sosial-ekonomi dan karakteristik pasar transportasi daring di tingkat daerah. 

3. Penetapan tarif berdasarkan kajian akademik (Direkomendasikan) 

Opsi ini menempatkan penetapan tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) pada pendekatan berbasis 
bukti (evidence-based policy) dengan mengintegrasikan hasil kajian empiris, regulasi nasional, 
serta dinamika sosial-ekonomi daerah. Penetapan tarif dilakukan melalui kajian akademik 
berkala yang mempertimbangkan Biaya Operasional Kendaraan dan Pengemudi (BOK/BOP) 
sebagai dasar perlindungan keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi, serta Ability to Pay 
(ATP) dan Willingness to Pay (WTP) sebagai dasar keterjangkauan konsumen. Berdasarkan hasil 
kajian empiris, rentang tarif yang direkomendasikan berada pada kisaran Rp. 3.739 – Rp. 6.000 



 

 

per kilometer, yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dan 
mitra pengemudi dengan tetap memperhatikan kerangka regulasi nasional. 

Dari sisi implikasi kebijakan, pendekatan ini berpotensi menghasilkan struktur tarif yang lebih 
akuntabel, adaptif, dan seimbang karena didasarkan pada kondisi empiris di lapangan serta 
memiliki justifikasi metodologis yang jelas. Meskipun rentang tarif tersebut masih berada di atas 
Ability to Pay (ATP) konsumen sebesar Rp. 1.933 per kilometer, batas atas tarif yang 
direkomendasikan tetap berada dalam kisaran Willingness to Pay (WTP) sebesar Rp. 6.000 per 
kilometer, sehingga relatif lebih dapat diterima dibanding struktur tarif yang berlaku saat ini. 
Namun demikian, implementasi opsi ini memerlukan mekanisme evaluasi berkala, penyusunan 
kajian akademik secara sistematis, serta koordinasi lintas aktor antara pemerintah daerah, 
aplikator, mitra pengemudi, akademisi, dan kelompok konsumen agar kebijakan tarif tetap 
relevan terhadap perubahan biaya operasional dan kondisi pasar transportasi daring. 

Rekomendasi Kebijakan 

Hasil analisis biaya operasional pengemudi, kemampuan membayar konsumen (Ability to 
Pay/ATP), serta kesediaan membayar konsumen (Willingness to Pay/WTP) menunjukkan 
perlunya kebijakan tarif yang tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan pendapatan mitra 
pengemudi dan keterjangkauan layanan bagi konsumen, tetapi juga memastikan keselarasan 
antara regulasi pusat, kebijakan daerah, dan kondisi empiris di lapangan. Namun demikian, 

perlu diberikan catatan bahwa hasil estimasi dalam kajian ini bersifat eksploratif dan 

didasarkan pada keterbatasan jumlah sampel serta pendekatan metodologis yang digunakan. 

Oleh karena itu, rentang tarif empiris yang dihasilkan tidak dapat diinterpretasikan secara 

langsung sebagai representasi keseluruhan kondisi konsumen maupun mitra pengemudi 

Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Provinsi Jawa Barat, melainkan sebagai indikasi awal yang 

memerlukan validasi lebih lanjut melalui studi dengan cakupan sampel yang lebih luas serta 

penggunaan data perilaku aktual. Untuk itu, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat 
dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan regulasi nasional sebagai acuan penetapan tarif taksi online. 
Hasil estimasi dalam kajian ini menunjukkan bahwa usulan rentang tarif yang diperoleh tidak 
berbeda secara signifikan dengan struktur tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur 
Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan 
Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengacu 
pada regulasi tersebut dalam menetapkan struktur tarif.Keselarasan ini penting untuk 
menciptakan kepastian regulasi, meminimalkan perbedaan interpretasi kebijakan, serta 
mendukung harmonisasi kebijakan tarif antara pusat dan daerah. 

2. Mewajibkan kajian akademik sebagai dasar penetapan dan evaluasi rentang tarif. 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu mewajibkan penyusunan kajian akademik sebagai 
dasar dalam penetapan maupun evaluasi berkala tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) Kajian 
akademik perlu dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap dua tahun sekali, dan memuat 
pembaruan data Biaya Operasional Kendaraan (BOK/BOP) pengemudi, survei ability to pay (ATP) 
dan willingness to pay (WTP) konsumen, serta evaluasi terhadap perubahan harga BBM dan 
komponen biaya operasional lainnya. Hasil kajian akademik wajib didokumentasikan dalam 
laporan metodologis yang dapat diakses publik sebelum penetapan keputusan tarif, sehingga 



 

 

setiap perubahan rentang tarif memiliki dasar yang transparan, terukur, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

3. Menetapkan Tarif Batas Bawah (TBB) yang melindungi keberlanjutan pendapatan mitra 
pengemudi. 

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa TBB mampu melindungi keberlanjutan pendapatan 
mitra pengemudi dengan menutup seluruh biaya operasional. Hal ini penting agar kebijakan tarif 
tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga relevan dengan kondisi operasional riil yang 
dihadapi pengemudi di lapangan. 

4. Menjaga keterjangkauan tarif melalui pengendalian Tarif Batas Atas (TBA). 

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa TBA tetap menjaga keterjangkauan bagi 
konsumen. Dalam hal ini, perumusan kebijakan tarif perlu mempertimbangkan dinamika biaya 
operasional, harga bahan bakar, serta perubahan daya beli masyarakat, sehingga struktur tarif 
yang ditetapkan tetap relevan dan adaptif terhadap kondisi ekonomi yang terus berubah. 

5. Memperkuat sinergi dan akuntabilitas dalam ekosistem kebijakan tarif 
Perumusan kebijakan tarif angkutan sewa khusus berbasis aplikasi perlu didasarkan pada 
pendekatan berbasis data (evidence-based policy) yang diperkuat melalui kolaborasi dan dialog 
berkala dengan pemangku kepentingan terkait. Sinergi rutin ini dapat membantu pemerintah 
untuk memahami dinamika biaya operasional, seperti harga bahan bakar dan biaya perawatan 
kendaraan, serta perubahan kondisi permintaan dan daya beli masyarakat. Hal-hal ini penting 
untuk memastikan bahwa kebijakan tarif yang ditetapkan tetap relevan, adaptif, dan 
mencerminkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah, 
perusahaan aplikasi, serta pemangku kepentingan terkait dalam proses perumusan kebijakan 
juga relevan dalam meningkatkan akuntabilitas struktur tarif dalam ekosistem angkutan sewa 
khusus berbasis aplikasi. 

6. Memperkuat pengawasan implementasi tarif dan pencegahan persaingan tidak sehat 
antar aplikator 

Dinas Perhubungan Provinsi perlu memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan 
implementasi tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) diterapkan sesuai ketentuan, termasuk 
kepatuhan aplikator terhadap rentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang telah 
ditetapkan. Pengawasan perlu diarahkan untuk mencegah praktik persaingan tidak sehat antar 
aplikator, seperti perang tarif dan skema insentif yang dapat mendistorsi pasar serta berpotensi 
menurunkan kesejahteraan mitra pengemudi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan 
koordinasi yang lebih kuat antara Dinas Perhubungan Provinsi, otoritas pengawas, dan platform 
aplikasi guna membangun sistem monitoring yang transparan, akuntabel, dan mampu 
menjamin implementasi kebijakan tarif yang efektif dan berkelanjutan. 
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